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1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II 
Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur 
dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

Mengingat 

bahwa dengan adanya perrnintaan Komisi Pemberantas 
Korupsi melalui Monitoring Center For Prevention Komisi 
Pemberanta:s Korupsi tentang laporan harta kekayaan Staf 
Khusus dan ajudan Bupati dan Wakil Bupati, perlu 
membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang 
Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan 
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Pamekasan; 

Menimbang 

BUPATI PAMEKASAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN 
NOMOR 1 TAHUN 2025 

TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 

NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN 
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 

BUPATIPAMEKASAN 
PROPINSI JAWA TIMUR 
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3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3574), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4150); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389), sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4250), sebagaimana diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6409); 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6718); 
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(1) Pejabat Penyelenggara Negara/Wajib Lapor LHKPN 
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan 
antara lain: 
a. Bupati; 
b. Wakil Bupati; 
c. Pejabat Eselon II yang disamakan; 
d. Pejabat Eselon III/ a, III/b yang disamakan; 
e. Fungsional Auditor. 
f. Ajudan Bupati; 

Pasal 3 

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 52 
Tahun 2020 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan 
Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Pamekasan (Berita Daerah 
Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 52) diubah 
sebagai berikut: 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG 
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN 
PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA 
KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, 
Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi 
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan 
Korupsi Nomr 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara; 

11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 52 Tahun 2020 
tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta 
Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Pamekasan (Berita Daerah 
Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 52); 
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BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2025 NOMOR 1 

N 

Diundangkan di Pamekasan 
pada tanggal 15 Januari 2025 

Pj. BUPATI 

Ditetapkan di ekasan 
pada tanggal 1 Januari 2025 

orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Bupati mi dengan 
dalam Berita Daerah Kabupaten 

tanggal pada berlaku mulai !Ill Peraturan Bupati 
diundangkan. 
Agar setiap 
pengundangan 
penempatannya 
Pamekasan. 

Pasal II 

g. Ajudan Wakil Bupati; dan 
h. Staf Khusus. 

(2) Dalam Pengelolaan LHKPN, Bupati membentuk Unit 
Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 


